BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINQGE (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN JEPARA

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan

produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam
rangkn mewujudkan Kctahanan Pangan di Kabupaten
Jepara;

bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam
penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya
subsidi pupuk;

bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk  bersubsidi
sesuai indikstor tepat jumiah, tepat jenis, tepat waktu,
tepat harga, tepat mutu, dan tepat sesaran  serta
membantu petani dalam meningkatkan produktifitasnya,
periu  mengalokasikan dan menetapkan Harga Eceran
Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di
Kabupaten Jepara;

bahwa berdasarkuan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b, ¢, dan secsuai dengan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 201] tentang Alokasi dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2012.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Caerah-dacrah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomer.......



»

10.

11.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Pudidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478;;

Undang-Undang Nomor B Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen {Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4411);

UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ‘tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tabun
2004 tentang Pemernintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talwun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44238);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemberan
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Noemor

113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5254);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2001 tentang Pupuk
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4079);

12. Peraturan Pemerintah Nomor.......



Menctapian

12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 temang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemenintahan
Daerah Provina, dan Pemerintahan Dacrah
Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

13 Peraturan Presiden Nomer 77 Tahun 2005 tentang
Penctapan Pupuk Bersubsidi Scbegai Barang Dalam
Pengawasan scbagaimana tdah diubah dengan Peraturan
Presidenn Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Awas
Peraturan Presiden Nomor 77 Tebun 2005 tentang
Penctapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
Pengawasan;

14 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
634 /MPP/Kep/9/2002 temtang Ketentuan dan Tata Cara
Penigawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;

15Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456 /K pts/OT.160/
7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus
Pergkajian  Kebijakan  Pupuk  Dalam  Mendukung
Ketahanan Pangan,

16 Peraturann Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/
OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P
Dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokai;

17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 /M-DAG/PER/
6/2011 tentang Pengadasn Dan Penyaluran Pupuk
Bersubaidi Untuk Scktor Pertanian;

18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/10/
2011 tentang Syarst Dan Tatacera Pendaftaran Pupuk An-
Organilc;

19.Peraturan  Menteri Pertanian  Nomor 70/Permentan/
SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati
Dan Pembenah Tanah;

20.Peraturan Menteri  Pertanian  Nomor B7/Permentan/
SR.130/12/2011 tenmang Kebutuhan Dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2012

2t Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tabun 201!
tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinai Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2012 (Berita Dacrah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2011 Nomor 90)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT! TENTANG ALOKASI DAN HARGA
ECERAN TERTINGG! (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN .JEPARA TAHUN
ANGGARAN 2012



. BAB 1|
KETENTUAN UNMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.
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16.

17.

18.

Kabupaten adslah Kabupaten Jepara.

Bupali adalsh Bupati Jepara.

Kecamatan adaleh Kecamstan di Kabupaten Jepars.
Camat adalah Camat di Kabupaten Jepara

Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan
unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimie, fisika,
dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
Pupuk arganik adalah pupuk yang scbagian besar atau seluruhnya terdiri
dari bahan organik yang berasal dan tanaman dan/etau hewan yang teah
melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat ateu car yang digunakan
untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifai fmik, kimia, dan biologi
tanah.

Pemupukan berimbang sadalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai
dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman wuntuk mencapai
produktivitas yang optimal dan berkelan jutan

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya
ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di
penyalur resmi di Lind IV,

Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini [V di
kios penyalur pupuk d tingkat desa/kecamalan) yang dibeli oleh
petani/ kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Harga Pokok Penjualan ({HPP} adalah struktur bisya pengadaan dan
penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan
komponen biaya sebaganimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume
Penyaluran Pupuk.

Selctor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman
pangan, hortikultura, perkebunen, hijpuan pakan ternak, dan budidaya kan
dan/atau udang

Petani adalah perorangan warga negars Indonesia yang mengusahakan
budidaya tanaman pangan atau hortikulture dengan luasan tertentu.

Pekebun adalabh perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan
budidays tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.

Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan
budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
Pembudidaya ikan atau ndang adalah perorangan warga negara Indonesia
vang mengusahakan lahan, milik sendiri stau bukan, untuk budidaya ikan
dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.

Produsen adalab Produsen Pupuk yatu PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero)
beserta anak perusahaannya yang terdii dan PT. Pupuk Sriwidjaja
Paleyrbang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk
Kwang PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk an-orgamk
vaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik di dalam negen.
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PT. Pupuk Snwidjsja (Perecro) adalah Perusahaan Induk dari PT. Pupuk
Sriwidmja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur,
PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk bkandar Muda.

Penyalur di Lini Il adalsh Distributor sesuai ketentuan Persturan Menten

Perdagangan tentang Pergadasn dan Penyaluran Pupuk Bersubeidi Untuk
Sektor Pertanian yang berlaku.

. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai kelentuan Peraturan

Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian yang berlaku,

Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan
kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekena
sams meningkatkan produktivitas usahatani dan kescjahicraan anggotanya
dalam mengusahakan lahan usahatani secera bersame pada satu hamparan
atau kawasan yang dikukuhkan oleh BupalifWalikota atau pejabat yang
ditun juk.

Rencana Definitif Kebutuhan XKelompok yang selanjutnya disingkat RDKK
adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun
kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahaken petani,
pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompoktani
dengan rekomendasi permnupukan berimbang spesifik lokasi.

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang aclanjutnya disingkat KP3
adalah wadah koordinasi instansi terkait dslarn pengawasan pupuk dan
pestisida tingkat kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.

BAB 11
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang
mengusahakan lahan paling luas 2 (dua} hektar setiap musim tanam per
keluargs petani kecuali pembudidaya kan dan/atau udang paling luas 1
(satu) hektar.

Pupuk bersubsidi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan
bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan,
atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB 11l
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesusi dengan anjuran pemupukan
berimbang wmpesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan
yang digjukan oleh kecamatan serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun
2012,

Alokasi pupuk bersubsidi scbagaimana dimaksud pada ayat (1} dirinci lebih
lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumiah, sub acktor, dan sebaran bulanan
seperti tercantum pada Lampiran | dan 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dar Peraturan ini

Alokasi pupuk bersubsidi  sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
memperhatikan usulan yang disjukan oleh petani, pekebun, peternak,
pembudidaya kan dan/atau udang berdasarkan RDKK yarg disetu jui oleh
petugas teknis, penyuluh, atau Kepala Unit Pelaksana Tekmis (UPT) pada
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(1)

3
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Dinas Pertanian dan Prtermalan atsu Dinas Kchutanan dan Perkebunan
atsu Dinas Kelautan dan Penkanan Kabupsten Jepara serta ketersediaan
Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan,
dan pembudidaya &an danfatau udang setempat wajb
melaksanakan pembinasn kepada kelompokiani untuk menyusun RDEK
scsuai Juss arcal usahatani danjatau kemampuan penyerapan pupuk di
Pasal 4
Kekwangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu kecamatan,
i dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2] dapat dipenuhi melalui
realokasi antar kecamatan, waktu, dan sub sektor.

Realokas antar kecamatan ditetapkan oleh Bupati.

Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi acbagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupau
berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Peternakan atau Dinas
Kehutanan dan Perkebunan atau Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Jepara.

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di kecamatan pads bulan berjalan tdak
mencukupi, produsen setelah mendapat rekomendasi dan KP3 dapat
menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dan sisa
alokasi bulan-bulan sebelumnya danfatau dari elokasi bulan berikutnya
acpanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN DAN HET

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebegaimans dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdii atas
pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan olch
Produsen.

(1}

(2

(3

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke
Penyalur Lini V dilakukan sesuai dengan kelentuan Peraturan Menteri
Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian yang berlaku;

Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Penyalur Lini IV ke

petani atau kelompoktani diatur acbagai berikut :

a8 penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Penyalur Lini IV berdasarkan
RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;

b. penyaluran pupuk scbagaimana dimaksud pada burul a memperhatikan
kebutuhan kelompoktani dan alokasi di masing-maging wilayaky

¢ Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan
prinsip & {cnam) tepat yaitu jemis, jumlah, harga, tempat, waktu dan
mutu.

Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau

kelompoktani scbagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Pertanian

dan Petermakan atau Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan atau Kepala

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten mclakukan pendataan RDKK

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas schagai dasar
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2}

pertumibangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi  scsua:  alckas:
schagaimans dimalcsud dalam Pasal 3 ayat (3] dan xywt {4)

Optisos hesi pemanfsatan pupuk bersubsidi ditingloat petani/kelompoktani
dilakukan melatui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik

Pergawmsan penyaluran pupuk bersubeidi d Penyalur Lini MV ke petami

dilakukan oleh petugas pengawas. yang ditunjuk olkeh Ketua Pelaksana Hanan
KP3 sebagai satu kesatuan dan KP3.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diben
label
hilang/terhapus yang bertuliskan:

(1

(2)

(1)

3

tambahan berwama merah, mudah dibaca, dan tidak mudah

“Pyupuk Borsyubsidi P stah”
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

Produsen acbagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Distributor, dan Penyalur di
Lini IV wajb menjamin ketersedisan pupuk bersubsidi saai dibutuhkan
petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di
wilayah tanggung jawabnya scsuai alokasi yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin ketersediaan pupuk schagaimana dimaksud pada ayat {1).
Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peiernakan,
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Jepara untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi
ascbagaimane dimaksud dalam Pssal 4.

Pasal 9
Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesus
Harga Eceran Terunggi (HET).

Harga Eceran Tertinggi (HET} pupuk bersubsidi schagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Pupuk Urea =  Rp. 1.800,- per Kg;
- Pupuk 8P-36 = Rp 2.000,- per Kg:
- Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per Kg;
- Pupuk NPK = Rp 2.300,- per Kg
- Pupuk Orgamk = Rp. 500 per Kg.

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak,
pembudidaya ikan dan/atau udang & Penyalur Lini IV sccara tunai dalam
kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea - 50 Kgatau 25 kg,
- Pupuk SP-36 - S0 Kg;
- Pupuk ZA - 50 Kg,
- Pupuk NPK = 50 Kgatau 20 Kg
- Pupuk Organik - 40 Kgatau 20 Kg;

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajb melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan
Aom remvaliran mienk Bersubaidi dard Lind | sampai Lini TV sebagal mana distur



Pasal 11

11KP3 wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaharan,
' ]mm harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
(2 XP3 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 12

()KP3 wajb menvampeikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk
bersubaidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.

BAB V1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Halhal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai
tekns pelakaanasn distur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinaa Pertanian
dan Peternakan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara secsusi dengan tugas, fungsi, dan
kewenangannya.

Pasai 14
Peraturan ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan, agar sctiap orang

mengetahuinya  memerintahkan  pengundangan  peraturan  ini
penempatannya dalam berita daernh Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal & Pebvuavi 2012

BUPATI JE Y

s

HENDRO MARTOJO
Diundangkan diJe

para,
pada tanggal © Petvuan 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

ILIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEFARA TAHUN 2012 NOMOR 4¢8
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PEMERINTAH KABUPAT

SEKRETARIAT DA

A Kartni No. 1 Telp. ( 0291 )591492¢ lﬂﬁﬂ;&.p
"\.

JEPARA 59411

i

Jepama, 26 Deacmies 2012
Kepeda : N
Yih. [Bupeti Jcpars

* sranl

NOTA PERSETUJUAN KONSEP NASKAH DIN AS

Misampaikan dergan hormat konsep ©
Peraturan Bupat: Jepara :

TENTANG . PEMBENTLKAIN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PENDAPATAIN PENGFLOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN JEPARA.

CATATAN :  Konsep Peraturan Pupan terscbut & atas rdah diteliti kebenarannys
dari segh vunidis oleh Bagan Hukum Sckretariat Dacrah Kabupaicn
Jepara.

LAMPIRAN © 1. NetKonsep Peraturan Bupat Jepam Ersebut diatas.
2 Surat Pengantar dari Dinas / Instany / Unit Kerja Pengelola
Perawran Bupat dimaksud.
3. Dala-data pendukung lainnya.

1 fataik maeiinn tenchrnasn / pemesarrhn / prvetneen

KEPALA BAGIAN HURUM
STTDA K l.’.".\p’.?ﬂLI‘MIA

o

PENELITIAN SURAT ; Pembin
: na
. ::;Thl — PARA NP 196117 108607 1012
_Asisian |
Kepuln Sagan

hasitiog
HAGIAN




S

SEKRETARIAT DAERAH

A KortruNo, | Tep (0291 ) 55162 | 10 sohuron | Fon. 571007 The 227764
JEPARA 59411

NOTA DINAS
Kepada Yth. : Bapak Bupat Jecpara
Lewat . Sekretaris Daecrah Kabupaten .Jepara
Den . Kabag Orgarmsasi dan Kepegawaian Scida Kab. Jepara
Tanggal : 26 Desember 2012
Nomor -
Perihal : Mohon Asmanan Peraturan Bupati Jepara tentang

pembentukan UPTD pada DPPKAD.

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan

Drgamsas: dan Tata Kerjg Dinas Pendapamn Pl:ngclnlaan Keuangan dan
Aset Dacrah Kabupalen .Jepara, maka periu dibentuk unit pelaksana teknis
pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten
Jepara dengan Peraturan Bupati Jepara.

Schubungan dengan hal tersebut diatas apabila Bapak Bupati
berkenan mohon asmanan Ranperpub sebagimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KABAG ORGANISAS] DAN KEPEGAWAIAN
SE TDA KABUPATEN JEPARA

L
_ &

SIH MARIANL, SH *
Pembina Tk |
NIP. 19610511 198812 2 001




